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TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAKERTA

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dar
pengelolaan  keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besamya  kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi. berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 210);

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 iori -

Desa Tahun 2021 (Berita Negaratzmﬁ%iim;n:]as Penggunaan Dana
Nomor 1035); » Bdoncsa; Teton 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tah

Desa (Lembaran Daerah KabupatenJCianju.r Tahun ZOI?Ni?nl:r I)enmng
Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
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40 Tahun 2014 tentang Tata Card

13 Peraturan Bupan Cianjur Nomor
Rerita Dacrsh Kabupaten Clanue

Pengadaan BarangJasa di Desa (
Tahun 2014 Nomor 40),

14. Peraturan Bupan Cianpur Noowr 3 Tahun 2017 tenrng Pengelolaan
Bantuan Keuangan Pemenntah Kabupaten Qlanjur Kepada Desa (Benta
Daerah Kabupaten Cianpur Tahun 2017 Nomore 3\ )

15. Peraturan Bupati Cianjur Nom =3 Tahun 2018 tentang Rewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 1 olal Bershala Desa
(Berita Dacrsh Kabupaten Clanpur Tahun 2018 Nomoe 3%

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor ™ Tahun 2018 rentang Padoman l%m!:u:
Permusyawaratan Desa (Benita Dacrah Kabupaten Clanjur Tahun 2018
Nomor 79)

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9T Tahun 2018 tentng _l\\k_\mau
Pengelolazn Keuangan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Quanjur Tahun
2018 Nomor 97): ‘ "

18. Peraruran Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 reatang Ta Cait
Penvusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 17)

19. Perauran Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 20‘10_ tentang
Penyelenggaraan lalan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor £1)

20. Peraturan Bupan Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Hama
Satuan Belanja Desa Tahun Anggamn 2020 (Benta Dacrah Kabupaten
Cianjur Tahun 2020 Nomot ol) )

21. Peraturan Bupan Cianjur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 (Benta
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomer 73).

22 Peratran Bupan Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Padoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggamn
2021 (Berita Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor X

23. Peraturan Bupat Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cam
Penganggaran, Penyaluran. Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tzhun 2021 (Benita Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Nomor )

24, Peraturan Bupar Cianjur Nomor
Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Benta
Daerzh Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Noemor )

25, Peraruran Bupan Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cam

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Sctiap Desa Tahun

Anggaran 2021 (Benta Daerzh Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor

).

26. Keputusan Bupati Cianjur Nomor Q78 4 KEP.13-DPAMD 2021 Tentang
Alokasi Banman Keuangan Kepada Pemerintah  Desa Untuk
meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggarn
2021

27 Peraturan Desa SUNKAKERTA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana
Program Jangka Menengah Desa (RPIMdes) Pemenntah  Desa
SUKAKERTA Tahun 2020-2026.

28, Peraturan Desa SUNAKERTA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa SUKAKERTA Tahun 2021

29, Peraturan Desa SUNAKERTA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa SUNAKERTA tahun
anggaran 2021.

Tahun 2020 tentang Petunjuk

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAKERTA

Dan
KEPALA DESA SUKAKERTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENI )
] : NTA? Al ARAD NDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKAKERTA TAHUN ANGGARAN 2021, o

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAKERTA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagas
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Menetapkan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa SUKAKERTA Tentang Anggaran .
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut
(Rincian Terlampir):
PERTAMA - I. PENDAPATAN DESA
Uraian Anggaran
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. ,00
b. Dana Desa (DD) Rp. 1.378.007.000,00
c. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Rp. 32.000.000,00
d. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 866.190.000,00
e. Bantuan Keuangan dari
1. Pemerintah Pemerintah Provinsi, Rp. 130.00.000,00
2. Pemerintah Kabupaten Rp. .00
f Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang Rp. 0.00
tidak mengikat
g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp.
Jumlah Pendapatan Desa Rp. 2.406.197.000,00
KEDUA : 1l BELANJADESA
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa §75.571.957,00
b. Bidang Pembangunan Desa 860.357.000,00
¢ Bidang Pembinaan kemasyarakatan 135.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 119.650.000,00
e. Bantuan Khusus 0,00
f Bidang Penanggulangan Bencana dan 338.400.000,00
Mendesak
Jumlah Belanja Desa 2.410.978.957,00
Surflus/Defisit 0,00
KETIGA : IIl. PEMBIAYAAN DESA
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa) 4.781.957,00
b. Pengeluaran Pembiayaan 4.781.957,00
Selisih Pembiayaan Desa (a-b) 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a  APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
¢. Daftar Dana Cadangan;
d.  Daflar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penj
. ¢ Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa. i

Pasal §

(1) Pemenintah Desa dapat melaksanakan kegi ' D

s kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksu

ooy 2 d pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
(3) ;2::3; Desabd dapat mnj-]akuk:m Kegiatan penanggulangan bencana keadaan darurat, dan

e yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

tentang Perubahan APBDesa. ’ R
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a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; .

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalshan sosisal; dan

¢ berskala lokal desa

0

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan _
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menycbabkan SiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

Ditetapkan di SUKAKERTA

Diundangkan di : SUKAKERTA
Padatanggal : 18-01-202]
SEKRHTARIS DESA

DEDE UHENDRI
LEMBARAN DESA SUKAKERTA NOMOR 03 TAHUN 2021
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